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P E N E T A P A N
 NOMOR 37/G/2010 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a  : 1. Sura t  Gugatan  Penggugat  te r t angga l  

8  Maret  2010,  yang  d i t e r ima  dan  d ida f t a r kan  

di  Kepani t e r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  pada  tangga l  9  Maret  2010,  d i  bawah 

reg i s t e r  perkara  Nomor  :  37/G/2010 /PTUN.JKT,  

dan  te lah  dipe rba i k i  da lam s idang  pemer iksaan  

pers i apan  tangga l       31  Maret  2010,  da lam 

perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drs.  HASAN BASRI. ,  Warga  Negara  Indones ia ,  

peker j aan  Pens iunan  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  bera lamat  d i   Ja lan  Purbaya  

No.8 ,  Tanah  Tingg i ,  Jakar ta  –  Pusat .  

Untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - -  PENGGUGAT ;

L A W A N

MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA,  

berdudukan  di  Gedung Djuanda  I ,  Lanta i  

3,  Kementer i an  Keuangan,  Ja lan  Dr.  

Wahid in  No.1 ,  Jakar ta  Pusat ,  yang  

dalam  ha l  in i  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  Menter i  Keuangan  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  SKU –  77/MK/2010  

te r t angga l  7  Apr i l  2010  member i  kuasa  

kepada  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Dr .  Ind ra  Surya ,  SH,  LLM (Kepa la  

Bi ro  Bantuan  Hukum  Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Halaman  1 dar i   8 ha laman.   Penetapan  Nomor  
:  37/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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b. Hana  SJ.  Kar t i ka ,  SH,  LLM (Kepa la  

Bagian  Bantuan  Hukum I I I  pada  Bi ro  

Bantuan  Hukum Kementer i an  Keuangan)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Budi  Set iabud i ,  SH,  S.Sos,  ME 

(Kepa la  Subbag ian  Bantuan  Hukum 

I I IA  pada  Bi ro  Bantuan  Hukum 

Kementer i an  Keuangan)  ; - - - - - -

d. Tatyo  Meir i an to ,  SH,  M.Hum (Kepa la  

Subbag ian  Bantuan  Hukum I I IB  pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum  Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

e. Pangihu tan  Siag ian ,  SH  (Kepa la  

Subbag ian  Bantuan  Hukum I I IC  pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum  Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

f . M.  Gauss  Si tompul ,  SH,  MH (Kepa la  

Subbag ian  Bantuan  Hukum I I ID  pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum  Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

g. RS.Wisnu  Wardana  Har iad i ,  SH,  LLM 

(Kepa la  Subbag ian  Hukum  dan 

Ker jasama  pada  Sekre ta r i a t  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  

Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - -

h. Dwi  Susian to  Guntoro ,  SH (Penangan  

Perkara  Tingka t  I I  pada  Bi ro  

Bantuan  Hukum Kementer i an  Keuangan)  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Dewi  Sr i ,  SH  (Penangan  Perkara  

Tingka t  I I  pada  Bi ro  Bantuan  Hukum 

Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j . Abdul  Wahid  Faja r  Amin,  SST 
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(Pe laksana  pada  Sekre ta r i a t  Badan 

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Keuangan  

Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - -

k . Adimas  Aryo  N.K.P ,  SH  (Pe laksana  

pada  Bi ro  Bantuan  Hukum Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - -

l . Adi t ya  Wirawan,  SH,  M.Kn (Pe laksana  

pada  Sekre ta r i a t  Badan  Pendid i kan  

dan  Pela t i han  Keuangan  Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - -

m. Calv inus  Wijaksono  Nababan,  SH 

(Pe laksana  pada  Bi ro  Bantuan  Hukum 

Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n. Handy  Tr inova ,  SH (Pe laksana  pada  

Bi ro  Bantuan  Hukum  Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - -

o. Pr i sk i l a  Sura  LA,  SH  (Pe laksana  

pada  Bi ro  Bantuan  Hukum Kementer i an  

Keuangan)  ; - - - - - - -

Kesemuanya  adalah  pegawai  pada  

Kementer i an  Keuangan  RI ,   dan  memi l i h  

domis i l i  hukum di  Kanto r  Bi ro  Bantuan  

Hukum  Kementer i an  Keuangan  Republ i k  

Indones ia  di  Gedung  Djuanda  I ,  Lanta i  

15,  Kementer i an  Keuangan,  Ja lan  Dr.  

Wahid in  No.1 ,  Jakar ta  Pusat .  Untuk  

se lan ju t nya   d isebu t      sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERGUGAT ;  

2. Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta    Nomor  :  37/PEN-

DIS/2010 /PTUN- JKT. ,  tangga l  15  Maret  2010  

ten tang  penetapan  pemer iksaan  perkara  in i  

dengan  acara  

   Halaman  3 dar i   8 ha laman.   Penetapan  Nomor  
:  37/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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biasa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta  Nomor  :  37/PEN/2010 /PTUN- JKT. ,  

tangga l  15  Maret  2010  ten tang  penun jukan  

susunan  Maje l i s  Hakim ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  37/PEN-

HS/2010/PTUN- JKT. ,  tangga l  17  Maret  2010  

ten tang   penetapan   har i  s idang  ; - - - - -

5. Sura t  Penggugat  te r t angga l  19 Apr i l  2010  

yang  di t e r ima    Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar t a  pada  pers i dangan  tangga l  

21  Apr i l  2010  ten tang  Permohonan  Pencabutan  

Gugatan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  :  37/G/  

2010/PTUN- JKT.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

6. Berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang : 1. Bahwa perkara  Nomor  :  37/G/2010 /PTUN- JKT 

te rsebu t   sedang  da lam proses  pemer iksaan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  

tahap  Jawaban Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Penggugat  te lah  mengajukan  

permohonan  pencabutan  gugatan  dengan  sura tnya  

yang  di tanda tangan i  Penggugat  te r t angga l  19  

Apr i l  2010  yang  te l ah  di te r ima  oleh  Maje l i s  

Hakim dalam pers idangan  tangga l  21 Apr i l  2010  

;  - - - - -

3. Bahwa  keten tuan  Pasal  76  ayat  (1 )  dan  

(2 )  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te l ah  diubah  dan  di tambah  dengan  
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Undang- Undang  Nomor   9  Tahun  2004  dan  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  

menyatakan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

(1 ) Penggugat  dapat  sewaktu - waktu  

mencabut  gugatannya  sebe lum  Tergugat  

member ikan  jawaban   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(2 ) Apabi l a  Tergugat  sudah  member ikan  

jawaban  atas  gugatan  i t u ,  pencabutan  

gugatan  oleh  Penggugat  akan   d ikabu l kan  

oleh    Pengad i l an   hanya    apab i l a  

dise tu j u i  Tergugat   “  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa Tergugat  sampai  dengan  dia jukannya  

permohonan  pencabutan  oleh  Penggugat  be lum 

member ikan  Jawaban,  namun  demik ian  da lam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum dalam 

acara  Jawaban  Tergugat ,   Maje l i s  Hakim  te l ah  

menanyakan  kepada  Tergugat ,  dan  Terguga t  

t i dak  berkebera tan  te rhadap  pencabutan  

gugatan  yang  dia jukan  oleh  Penggugat ,  maka 

Maje l i s  Hakim  berpendapat  permohonan  

pencabutan  sengketa  in i  dapat  d ikabu l kan  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  76  ayat  (1 )  

Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  te l ah  

diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang 

Nomor  :  9  Tahun  2004  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  karena  permohonan  pencabutan  

dikabu l kan ,  maka  kepada  Pani te ra  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jakar t a  dipe r i n t ahkan  untuk  

   Halaman  5 dar i   8 ha laman.   Penetapan  Nomor  
:  37/G/2010 /PTUN- JKT.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mencore t  perkara  Nomor  37/G/2010 /  PTUN-JKT 

dar i  reg i s t e r  perkara  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa  oleh  karena  gugatan  penggugat  

te rsebu t  te l ah  d icabu t ,  maka  mengena i  b iaya  

perkara  yang  t imbu l  sehubungan  dengan  

pencabutan  gugatan  sampai  dengan  

dike lua r kannya  Penetapan  dalam  perkara  in i  

d ibebankan  kepada  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Memperhat ikan : Pasa l  76 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dan  di tambah  dengan  

Undang- Undang Nomor  9 Tahun 2004  dan te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986,  ser ta  keten tuan  hukum 

la i nnya  yang  

berka i t an   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N E T A P K A N   :

1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut  gugatan  

dalam  perkara  Nomor  :  37/G/2010 /PTUN-

JKT  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

2. Memer in tahkan  kepada  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a  untuk  mencore t  perkara  Nomor  :  37/G/2010 /PTUN-

6
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HAKI M KETUA,

SRI  SETYOWATI ,  SH.

HAKI M ANGGOTA,

ANDRI   MOSEPA,  SH. ,  MH

HAKI M ANGGOTA,

KHAI RUDDI N  NASUTI ON,  SH.

PANI TERA  PENGGANTI ,

KI SWONO,  SH.

JKT. ,  dar i  Regis te r  Perkara  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

3. Membebankan  biaya  yang  t imbu l  sehubungan  dengan  pencabutan  

gugatan  dalam  perkara  in i  sampai  dengan  dike lua rkannya  

Penetapan  in i  kepada   Penggugat  sebesar   Rp.  134.000 , -  

(se ra tus  t i ga  pu luh  empat  r i bu  rup iah )  ; - - - - - -

       

Demik ian lah  d i t e t apkan  pada  har i  RABU,   tangga l  28 

APRIL  2010,    o leh  kami  SRI  SETYOWATI,  SH. ,  se laku  Hakim 

Ketua  Maje l i s ,  ANDRI      MOSEPA,  SH. ,  MH.,   dan  KHAIRUDDIN 

NASUTION,  SH. ,  masing- masing  sebaga i  Hakim Anggota ,  Penetapan  

mana d iucapkan  dalam pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  

har i  dan  tangga l  i t u  juga  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  

dengan  diban tu  oleh  KISWONO,  SH. ,   Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  dengan  dihad i r i  o leh  

Penggugat   dan Kuasa Hukum Tergugat .   - - - - - - - - - - - - - -

Rincian   Biaya  Perkara  :

   Halaman  7 dar i   8 ha laman.   Penetapan  Nomor  
:  37/G/2010 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J akar t a,   29 Apr i l    2010

PENGADI LAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANI TERA,

WAHI DI N,  SH. ,  MM.
NI P.  19580811 198303 1 005

- Pendaf ta ran  ………………………………. Rp.    30.000 , -

- ATK ………………………………………… Rp.    50.000 , -

- Panggi l an  …………………………………. Rp.    40.000 , -

- Metera i  Penetapan  Pencabutan  ……….. Rp.      6.000 , -

- Redaks i  Penetapan  Pencabutan  …….… Rp.      5.000 , -

- Leges  Penetapan  Pencabutan  …………. Rp.      3.000 , -

                                                          Jum

lah    Rp.  134.000 , -

                                                         (se r

atus  t i ga  puluh  empat  r i bu  rup iah )

CATATAN :

- Fotocopy  Sal i nan  Penetapan  in i  sah  dan  sesua i  

dengan  as l i nya ,  d ik i r im  untuk  kepent ingan  dinas.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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